



IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL DARI SERTIFIKAT 

























BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  





IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL DARI SERTIFIKAT 







Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  





disusun  dan diajukan oleh: 
NURUL IZZAH 














PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL DARI SERTIFIKAT 






Disusun dan diajukan oleh 
NURUL IZZAH 
B 111 11 448 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada hari Selasa, 11 Agustus 2015 














Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H, M.H. 
NIP.19480702 197503 1 001 
Dr. Sri Susyanti, S.H, M.H. 







Wakil Dekan Bidang Akademik, 




Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 






Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa: 
Nama Mahasiswa   : Nurul Izzah 
Nomor Pokok  : B 111 11 448 
Bagian : Hukum Keperdataan 
Judul Skripsi            : IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL DARI 
SERTIFIKAT PENGGANTI AKIBAT CACAT 
ADMINISTRASI 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi. 
 
 
Makassar, 25  Juli 2015 
 






Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H, M.H. 
NIP.19480702 197503 1 001 
Dr. Sri Susyanti, S.H, M.H. 
NIP. 19641123 199002 2 001 





PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa: 
Nama Mahasiswa   : Nurul Izzah 
Nomor Pokok  : B 111 11 448 
Bagian : Hukum Keperdataan 
Judul Skripsi            : IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL DARI 




Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  Program 
Studi.  
 
Makassar,   Agustus 2015 
A.n. Dekan 






Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 





NURUL IZZAH (B111 11 448), Implikasi Hukum yang Timbul dari 
Sertifikat Pengganti yang Cacat Administrasi dengan dosen 
pembimbing Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H, M.H (selaku pembimbing I) 
dan Dr. Sri Susyanti, S.H, M.H (selaku pembimbing II). 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Yang 
Timbul Dari Sertifikat Pengganti Yang Cacat Administrasi. 
 Sumber data yang ditemukan dari penelitian ini yaitu dari hasil 
wawancara  dengan Kepala Sengketa Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Takalar, pihak Kepolisian Polrestabes Kabupaten Takalar, Dan 
Pihak Kantor Notaris Ibu Dian Christianti Kabupaten Gowa.. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat 
diketahui bahwa Implikasi Yang timbul dari sertifikat pengganti akibat 
cacat administrai dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti 
melakukan pengawasan terhadap pendaftaran tanah pertama kali, 
memeriksa dengan teliti kelengkapan berkas yang diperlukan dalam 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kebutuhan tanah tidak hanya dikenal pada masa sekarang tetapi 
sejak manusia di ciptakan oleh Allah SWT, dan di tempatkan di bumi 
ini.Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat 
penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi sekedar di pandang 
sebagai masalah agraria semata yang selama ini di identikkan sebagai 
pertanian belaka, melainkan telah berkembang baik manfaat maupun 
kegunaannya, sehingga terjadi dampak negative yang semakin kompleks, 
bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta 
sendatan dalam pelaksanaan pembangunan1. (diterbitkan dari buku 
Hambali Thalib melalui sanksi pemidanaan dalam konflik Pertanahan). 
Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik 
untuk kebutuhan tempat permukiman maupun sebagai sumber mata 
pencaharian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah 
maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi 
kebutuhan manusia. Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah 
yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat 
menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting , sehingga 
campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hokum 
pertanahan merupakan hal yang mutlak.2 
                                                          
1   Salindeho, J. 1987. Masalah Tanah dalam Pembangunan.Sinar Grafika, Jakarta. 
Hlm. 1 
2   Thalib Hambali, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanaahan, Kencana, Jakarta, 
2009, Hlm. 1. 
2 
Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang 
tidak sederhana memecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat di 
perlukan agar terdapat kesamaan Persepsi yang akan menghasilkan 
keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. 
Persamaan yang memerlukan persamaan persepsi tersebut misalnya 
berkenaan antara lain dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas 
tanah, berkenaan dengan kedudukan sertifikat tanah, sertifikat yang 
mengandung cacat hukum dan cara pembatalan dan atau 
penyelesainnya.3 Penyederhanaan hukum tampak pada penyesuaian 
semua hak-hak atas tanah yang ada di seluruh Indonesia yang selama ini 
bersifat pluralis ada yang tunduk pada hukum Barat, Hukum Adat dan 
Hukum Agama ) dengan hanya memberikan ruang kepada suatu aturan 
yang menyebutkan hanya ada suatu sistem hak-hak atas tanah yang 
tunduk pada UUPA. Sedang kepastian hukum dapat dilihat dari 
pelaksanaan konversi tersebut yang merupakan bagian dari kegiatan 
pendaftaran tanah, sedang kegiatan pendaftaran tersebut bertujuan untuk 
menciptakan kepastian hokum .4 Untuk menindak lanjuti hal tersebut, telah 
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah 
sebelumnya. Penyelenggaraan tanah dalam masyarakat merupakan tugas 
negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, 
dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. 
                                                          
3  Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & 
Implementasi,(Jakarta, Kompas, 2001), halaman 163, di akses dari 
http://eprints.undip.ac.id/18339/1/SRIYANTI_ACHMAD.pdf, pada tanggal 17 januari 
2015 pukul 2:26.  
4    Lubis Yamin dan Rahim Lubis,  Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 
2010, Hlm 219 
3 
Tujuan dari di lakukannya pendaftaran tanah menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 ialah : 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 
pemegang hak atas tanah , satuan rumah susun dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hokum mengenai bidang-bdang Tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang terdaftar. 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah 
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia, yang 
sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran 
tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebagaimana dibahasakan 
dalam pasal 23 ayat (1) UUPA: tentang hak milik demikian halnya dengan 
setiap peralihan dan hapusnya pembebanan hak-hak lain harus 
didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 
32 ayat (1) UUPA, tentang Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat 
pemberiannya, bahwa setiap peralihan dan penghapusan  hak tersebut, 
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang 
dmaksud dalam Pasal tersebut diatas. 
4 
Hasil akhir dari proses pendaftaran tanah ini akan menghasilkan 
sebuah bukti kepemilikan dari tanah tersebut berupa sertifikat. Sertifikat 
hak atas tanah sebagai produk akhir dari pendaftaran tanah yang 
diperintahkan oleh hukum yakni Undang-Undang Pokok Agraria dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 
telah mengikat bagi para pejabat Badan Pertanahan Nasional untuk 
menerbitkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemilikan 
tanah. Mengikat disini adalah mewajibkan pejabat Badan Pertanahan 
Nasional. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan menerbitkan sertifikat, 
maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memerintahkan dan 
mewajibkan pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut untuk 
memperbaikinya. 5 Secara formal,  kewenangan Pemerintah untuk 
mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk 
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di 
tuntaskan secara kokoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-
104) atau disebut juga UUPA. Selanjutnya merambat keberbagai 
peraturan organik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden , Peraturan Presiden, dan Peraturan yang dterbitkan oleh 
pimpinan instansi teknis dibidang pertanahan.6 
                                                          
5   Adrian Sutedi. Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm. 21 
6   Lubis Yamin dan Rahim Lubis, op.cit., Hlm. 1 
5 
Sertifikat hak atas tanah pada umumnya merupakan tanda bukti 
kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah menentukan “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk 
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun dan hak tanggungan masing-masing sudah dibukukan 
dalam buku tanah yang bersangkutan”. Dengan melihat pengertian 
sertifikat tersebut, maka dapat diketahui bahwa Sertifikat hak atas tanah 
akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah 
tersebut yang berkenaan jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek 
hak.Meskipun sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat bagi 
pemegang hak atas tanah, namun tidak berarti hilangnya sertifikat 
tersebut kehilangan haknya. Terhadap sertifikat tanah yang hilang, 
pemegang hak atas tanah dapat mengajukan permohonan penggantian 
sertifikat yang hilang ke kantor Pertanahan setempat. Atas permohonan 
itu pemegang hak atas tanah itu dapat menerima sertifikat pengganti. 
Permohonan sertifikat pengganti hanya dapat dilakukan oleh pihak yang 
namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang ada 
di kantor Pertanahan. Permohonan sertifikat pengganti tidak dapat 
diajukan misalnya nama pihak berbeda dengan nama pemegang hak di 
dalam buku tanah. Apabila pemegang hak yang tercantum dalam buku 
tanah sudah  meninggal dunia, maka pengajuan permohonan itu dapat di 
lakukan oleh ahli warisnya . Pengajuan tersebut harus dilengkapi 
6 
dokumen-dokumen pendukung yang sah, misalnya surat Keterangan 
Kematian dari pemegang hak dan surat Keterangan Ahli Waris dan Para 
Ahli Warisnya.  
Selain dokumen pendukung yang berkaitan dengan keabsahan 
pihak yang mengajukan, diperlukan juga dokumen-dokumen pendukung 
lainnya perihal hilangnya sertifikat tanah. Permohonan sertifikat pengganti 
perlu melampirkan surat pernyataan dari pihak yang mengajukan bahwa 
sertifikat atas tanah tersebut benar hilang.  Selain pernyataan dari pihak 
yang mengajukan, diperlukan juga surat laporan kehilangan dari 
kepolisian. Sebelum diterbitkannya sertifikat pengganti, Kantor 
Pertanahan terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan dan 
pengumuman. Pemerikasaan meliputi keabsahan dari pihak yang 
mengajukan permohonan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meneliti 
dokumen-dokumen pendukung yang di lampirkan. Permohonan sertifikat 
pengganti baru dapat dilakukan setelah kantor pertanahan melakukan 
pengumuman pada surat kabar harian setempat. Apabila dalam jangka 
waktu 30 hari sejak pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan 
keberatan, atau ada pihak yang mengajukan keberatan namun 
keberatannya tidak beralasan, maka kantor pertanahan akan menerbitkan 
sertifikat pengganti. Jika ternyata keberatan yang diajukan cukup 
beralasan, maka kantor pertanahan akan menolak menerbitkan sertifikat 
pengganti tersebut. 7 
 
                                                          
7  Diakses dari http://www.legalakses.com/penggantian-sertifikat-tanah-yang-hilang/. 
Pada tgl 24 maret 2015, pukul 12:08 
7 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana prosedur permohonan sertifikat pengganti ? 
2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari sertifikat 
pengganti yang cacat administrasi ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan sertifikat 
pengganti hak atas tanah yang berlaku sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari sertifikat 
pengganti yang cacat administrasi.   
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan sebagai 
masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya 
hukum agrarian yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat pengganti 
hak milik atas tanah. 
2. Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini dharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
kalangan praktisi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya, dalam menyelesaikan permasalahan tentang 
pembatalan sertifikat pengganti hak milik atas tanah. 
 





A. Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1, menyatakan bahwa 
pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur yang 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, dan termasuk 
pemberian surat tanda bukti halnya dalam bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya.  
Pemerintah kolonial Belanda pada zaman penjajahan tidak 
menyelenggarakan pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah Indonesia 
karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan 
pendaftaran tanah tersebut.Sungguhpun demikian, dijumpai beberapa 
daerah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah menyangkut tanah-
tanah Indonesia berdasarkan hukum adat setempat atau peraturan yang 
dibuat oleh penguasa setempat.8 
                                                          
8  Lubis Yamin, op.cit, Hlm.22 
9 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, 
aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Dalam penjelasan pasal ini 
diuraikan sebagai berikut : 
 Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar 
ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan 
mudah dapat di pahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
terutama para pemegang hak atas tanah. 
 Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa 
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan 
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian 
hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 
 Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang 
memerlukan . 
 Asas Mutakhir  dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 




                                                          
9  Ibid, Hlm. 394 
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2. Sistem Pendaftaran Tanah 
Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, 
bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda 
bukti haknya. Menurut Boedi Harsono sistem pendaftaran tanah ada 2 
(dua ) macam, yaitu sistem pendaftaran akta ( registration of deeds ) dan 
sistem pendaftaran hak (registration of title ). Baik dalam system 
pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, setiap pemberian atau 
penciptaan hak baru, peralihan serta pembebanannya dengan hak lain, 
harus dibuktikan dengan suatu akta. 
Pada sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftarkan 
oleh pejabat pendaftaran tanah. Dalam sistem ini pejabatnya bersifat pasif 
sehingga ia tidak melakukan penyelidikan data yang tercantum dalam akta 
yang didaftar. Tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai 
buktinya.Maka dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari 
dalam akta-akta yang bersangkutan. Untuk memperoleh data yuridis yang 
diperlukan harus melakukan apa yang disebut “ title search ” yang dapat 
memakan waktu lama dan biaya. 
 
3. Tujuan Pendaftaran 
Tujuan pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 adalah 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan 
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya 
tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnya 
menegaskan bahwa “untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang 
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hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”. Jadi dapat 
dikatakan bahwa upaya untuk mewujudkan kepastian terhadap hak-hak 
atas tanah dilaksanakan antara lain dengan penerbitan suatu dokumen 
yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna yakni sertifikat hak atas 
tanah.10 
Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentinagn termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar.; 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 
4. Objek Pendaftaran Tanah 
Dalam Pasal 9 dapat dilihat bahwa objek pendaftaran tanah 
meliputi : 
a. Bidang-Bidang Tanah yang di punyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; 
b. Tanah hak pengelolaan; 
c. Tanah wakaf; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun; 
e. Hak tanggungan; 
f. Tanah Negara. 11 
                                                          
10  Diakses dari http://fiaji.blogspot.com/2014/06/cacat-admnistrasi-sebagai-
dasar.htm.pada tanggal 26 februari 2015. Pukul 10:54 
11  Lubis Yamin, op.cit., Hlm. 411 
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B. Sertifikat Hak Atas Tanah 
1. Pengertian  
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24  tahun 1997, maka 
yang dimaksud dengan sertifikat adalahsurat tanda bukti hak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak 
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 
susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 
buku tanah yang bersangkutan.Sertifikat ini, diberikan bagi yang sudah 
ada ukurannya, ataupun tanah – tanah yang sudah diselenggarakan 
pengukuran desa demi desa; karenanya sertifikat ini, merupaakan 
pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyeknya ilmu hak atas 
tanah.12 
Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum 
agrarian yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia 
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang 
ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu 
dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersandar pada hukum 
agama.13 menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan 
pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang 
                                                          
12  Chomzah Ali Achmad. Hukum Pertanahan. Prestasi Pustaka. Juli. 2002. Hlm 123 
13  UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian, Hlm. 11 
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pendaftaran tanah. Pasal 4 ayat (1) juncto  Pasal 3 huruf a PP 
pendaftaran tanah menentukan bahwa untuk bahwa memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu 
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan, kepada yang bersangkutan di berikan sertifikat hak atas 
tanah.  
Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 PP pendaftaran 
tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19  ayat 2 huruf c undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 
pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 14 
Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas 
satuan rumah susun dan hak tangggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian buku tanah 
menurut Pasal 1 angka 19 PP Pendaftaran tanah adalah dokumen yang 
bentuk dalam daftar memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek 
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. 15 
Didalam optimalisasi sertifikat tanah, dua determinan yang perlu 
dicermati adalah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengukuran, 
                                                          
14  Ibid, Hlm. 17 
15  Diakses dari http://www.jurnalhukum.com/sertifikat-sebagai-tanda-bukti-hak-atas-
tanah/.Pada tanggal 25 februari 2015. Pukul 13.04 
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pemetaan, pendaftaran, peralihan dan pengumuman melalui media cetak 
dan elektronik.Hal ini sejalan dengan asas specialiteit dan openbaarheid 
di dalam pendaftaran peralihan.Sementara asas Openbaarheid yang 
disebut juga asas publisitas mengaruskan penyajian data yuridis tanah 
seperti subjek, jenis peralihan dan pembebanan. Petugas pendataran 
tanah harus mengadakan penelitian terlebih dahulu sebelum menerbitkan 
sertifikat tanah, termasuk penentuan batas-batas tanah yang ditetapkan 
dengan cara contradiktoire delimitatie, yaitu suatu pengukuran lapangan 
yang disaksikan dan di tandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan 
langsung dengan tanah yang dimohonkan tersebut. 
Ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA tidal lain dari bahwa 
tindakan pendaftaran tanah oleh pemilik tanah untuk memperoleh 
pengakuan terhadap hak milik atas tanahnya dan memperoleh kepastian 
hukum.16 
2. Fungsi Sertifikat Hak atas Tanah 
Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak 
atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan funsinya itu 
tidak dapat digantikan dengan benda lain. Pertama, Sertifikat hak atas 
tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.Inilah fungsi yang 
paling utama sebaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. 
Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan drinya sebagai 
pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas namanya 
tercantum dalam sertifikat itu. Dia pun dapat membuktikan mengenai 
keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, 
                                                          
16   Sutedi Adrian. op.cit,.hlm 192 
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bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang 
ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya. Semua keterangan yang 
tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum harus diterima 
(oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti 
lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kalau ternyata apa yang 
termuat di dalamnya ada kesalahan, maka diadakan perubahan dan 
pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakan 
pembetulan itu bukan pengadilan, melainkan Badan Peranahan Nasional 
sebagai instansi yang membuatnya.Pihak merasa dirugikan karena 
kesalahan dalam sertifikat itu, mengajukan permohonan untuk perubahan 
atas sertifikat yang dimaksud, dengan melampirkan putusan pengadilan 
yang menyatakan tentang adanya kesalahan.Kedua, Sertifikat hak atas 
tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk 
memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian, apabila 
pemegang hak atas tanah itu seorang pengusaha, misalnya sudah tentu 
akan memudahkan baginya mengembangkan usahanya itu karena 
kebutuhan akan modal mudah diperoleh. Ketiga, bagi pemerintah adanya 
sertifikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan 
itu kebanyak tidak langsung. Adanya sertifikat hak atas tanah 
membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar paad kantor 
Agraria. Data tentang tanah yang bersangkutan secara lengkap telah 
tersimpan di kantor pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan 
dengan mudah diketemukan. Data ini sangat penting untuk perencanaan 
kegiatan pembangunan misanya pengembangan Kota, pemasangan pipa-
pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan dan 
sebagainya. 
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Disamping manfaat tersebut diatas, masih banyak manfaat lain dari 
sertifikat hak aats tanah tersebut. Jelaslah bahwa sertifikat hak atas tanah 
memberikanrasa aman dan tenteram bagi pemiliknya. Segala sesuatu 
mudah diketahui dan sifatnya pasti serta dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum .17 
3. Sertifikat Pengganti 
Penerbitan sertifikat pengganti tercantum dalam Pasal 57 yang 
meliputi: 
a. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai 
pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko 
sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan 
kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. 
b. Permohonan sertfikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum 
sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau 
pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT 
atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
dan pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), 
atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, atau kuasanya.  
c. Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 sudah meninggal dunia, permohonan 
sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan 
menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 




d. Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
catat pada buku tanah yang bersangkutan.18 
 
C. Pembatalan Sertifikat 
 Pembatalan sertifikat merupakan kepentingan umum, termasuk 
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat. 
Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian dan 
menurut cara yang diatur dengan Undang-undang ( Pasal 18 UUPA 1960) 
Pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui: 
1. Pengaduan ke BPN 
Ketika memutuskan untuk mengadukan pembatalan sertifikat lain 
kepada BPN, hal utama yang harus disiapkan yaitu segala dokumen 
terkait kepemilikan tanah tersebut. Selain itu, saksi-saksi yang mengetahui 
riwayat atas tanah tersebut juga harus disiapkan karena pejabat kantor 
pertanahan nantinya akan meminta keterangan pada saksi-saksi tersebut. 
Setelah menerima pengaduan, maka pejabat kantor pertanahan 
mengklarifikasi keabsahan sertifikat dengan memanggil berbagai pihak 
terkait permasalahan itu dengan memanggil berbagai pihak terkait 
permasalahan tersebut dan memeriksa lokasi tanah yang 
dipermasalahkan. Selanjutnya, pejabat kantor pertanahan akan 
memutuskan sertifikat siapa yang sah berdasarkan hasil pemeriksaan 
mereka baik terhadap sertifikat maupun terhadap lokasi tanah. 
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2. Gugatan ke Pengadilan Negeri 
Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri jika terkait adanya 
dugaan pemalsuan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 263. 
3. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 
Gugatan pembatalan sertifikat dapat diajukan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara apabila sertifikat tersebut dinilai mengandung cacat. 
Pembatalan sertifikat selain dilakukan melalui mekanisme 
pengajuan ke kantor pertanahan, juga dapat melalui jalur pengadilan. 
Anda dapat menggugat keabsahan sertifikat pihak tertentu, jika anda 
merasa terdapat kejanggalan dalam sertifikat itu.Gugatan dapat anda 
ajukan ke pengadilan negeri jika anda melihat ada tindakan melanggar 
hukum yang dilakukan lawan anda, seperti pemalsuan sertifikat. Namun, 
jika andda ingin menggugat kecacatan sertifikat itu, ajukan gugatan anda 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ), hal prinsip yang harus anda 
perhatikan sebelum menggugat ke absahan sertifikat pihak tertentu 
adalah bukti-bukti yang anda miliki serta saksi-saksi yang mendukung 
anda. Seandainya saksi dan bukti yang anda miliki tidak cukup kuat, lebih 
baik batalkan saja niat anda hal ini karena proses pengadilan 
menghabiskan banyak energi dan biaya, lebih baik anda menempuh jalur 
musyawarah mufakat. Ajak lawan anda untuk duduk bersama dan 
bernegosiasi mencari solusi yang menguntungkan ke dua belah pihak.19 
Untuk memberikan arah yang jelas terhadap objek yang akan di 
bahas terlebih dahulu dikemukakan pengertian pembatalah sertifikat 
                                                          
19  Keumala Dinda dan Setiyono, Tanah Dan Bangunan.Raih asa sukses. Jakarta 2009. 
Hlm 92 
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menurut para sarjana dan perundang-undagan. “ Batal menurut kamus 
hukum adalah tidak sah atau tidak berlakunya sedangkan dalam 
pengertian pembatalan yang terdapat dalam kamus besar Yudha Pandu ( 
2006 : 35 ) adalah pengurangan, proses, perbuatan, cara, membatalkan 
dan pernyataan batal “ 
 Menurut Effendi Perangin ( 1986:46 ) mengemukakan pengertian 
sertifikat, yaitu: “ Sertifikat alat bukti hak atas tanah secara otentik dan 
mempunyai kepastian hukum tentang kepemilikan tanah sepanjang 
sertifikat itu tidak dilumpuhkan dengan hak atau bukti lain “ 
Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan 
pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberina hak 
dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. 
 Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan 
pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan 
tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya 
atau untuk melaksanakan putusan pengadilan. Praktek pembatalan hak 
atas tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional sebagai salah satu tugas dan kewenangannya hanya dapat 
dilakukan apabila pembatalan hak atas tanah tersebut dengan alas an 
cacat hukum administrasi. 
1. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 
Hak secara umum dapat diartikan kuasa, kekuasaan, kewenangan, 
atau juga sebagai kekuasaan untuk bertindak (rights are defined generally 
as “Powers of free action”).Dalam ilmu hukum, hak merupakan suatu 
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kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap suatu 
benda maupun orang, sehingga menimbulkan hubungan hukum. Oleh 
karena itu, seseorang yang memperoleh hak atas tanah, di dalamnya 
telah melekat kekuasaan atas tanah tersebut disertai dengan kewajiban-
kewajiban dan pembatasan hak-hak atas tanah miliknya  yang 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Perbuatan yang dimaksudkan untuk memutuskan, menghentikan atau 
menghapuskan sesuatu hubungan hukum, menurut doktrin hukum 
terdapat asas-asas hukum mengenai kebatalan, yakni nietigheid, nulliteit, 
yang dibedakan menjadi kebatalan mutlak dan nisbi. Kebatalan mutlak 
dari suatu perbuatan atau juga disebut kebatalan demi hukum, yaitu suatu 
perbuatan harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh pihak atau 
tidak perlu dituntut secara tegas ( disebutnietigheid). Adapun kebatalan 
nisbi, yakni suatu kebatalan perbuatan yang terjadi apabila diminta oleh 
orang tertentu. Menurut Utrecht, dapat dibatalkan (vernietigbaar) berarti 
bagi hukum perbuatan yang dilakukan, akibatnya dianggap ada sampai 
waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang 
berwenang membatalkan diadakan, karena perbuatan tersebut 
mengandung kekurangan.  
Secara umum, pembatalan sertfikat hak atas tanah berkaitan erat 
dengan penetapan-penetapan Kepala BPN / Badan Pertanahan Nasional 
yang salah sebagai berikut : 
- Perbuatan hukum administrasi tersebut dilakukan dibawah 
wewenangnya, akan tetapi tidak mengindahkan cara atau bentuk 
yang ditentukan oleh peraturan dasarnya. 
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- Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya, 
serta sesuai dengan tata cara dan bentuk yang ditentukan oleh 
peraturan, akan tetapi isinya bertentangan dengan hukum atau 
melanggar moral/etika/tata susila.  
- Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya 
dan menurut prosedur, akan tetapi keputusan yang diambil 
mengandung unsure-unsur paksaan, penipuan, kekhikalafn serta 
pengaruh negative dari pihak ketiga. 
- Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya 
dan menurut prosedur, akan tetapi hanya memutuskan sebagian 
saja dari seluruh urusan. 
- Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya 
dan menurut prosedur, tetapi ditambah syarat-syarat yang ternyata 
syarat tersebut bukan termasuk wewenangnya.  
 Dengan demikian perbuatan hukum administrasi yang salah, jelas 
keputusan yang diambilnya adalah tidak sah dan mengandung cacat 
hukum.Hal ini berhubungan dengan asas kepastian hukum .namun 
demikian, apabila keputusan tersebut mengandug kekurangan, penetapan 
tersebut berlaku sah selama tidak ada pengaduan atau permintaan 
bandng sampai jangka waktu tertentu (Kadaluarsa).20 
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum 
a. Gugatan  
 Pada asasnya orang atau badan hukum karena pelanggaran hak-
hak dan kewajibannya yang timbul dari hukum perdata dapat mengajukan 
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gugatan ke Pengadilan Negeri. Hukum Perdata dimaksud adalah hukum 
perdata sipil, hukum Dagang, dan hukum Adat yang tidak tertulis gugatan 
pedata pada tingkat pertama harus dengan surat permintaan yang 
ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, jadi gugatan harus tertulis, 
hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, apabila penggugat buta 
huruf sesuai ketentuan Pasal 120 HIR, gugatanya diajukan secara lisan 
kepada ketua pengadilan, dan ketua PengadilanNegeri akan membuat 
surat gugatannya. Setelah penggugat membayar biaya perkara dan 
memasukkan surat gugatan Panitera Pengadilan Negeri mencatat dalam 
daftar Register Perkara. Ketua Pengadilan menentukan hari dan jam 
kepada Penggugat dan Tergugat perkara itu akan diperiksa di muka 
persidangan Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan 
yang diharapkan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan secara 
adil dan benar. Terhadap perkara yang diajukan, pengadilan tidak boleh 
menolak untuk memeriksa dan mengadili meskipun tidak atau kurang jelas 
hukumnya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, asas ini 
tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Undang-
Undang Pokok Kekuasaan kehakiman Hakim dan setipa pemeriksaan 
perkara harus sampai kepada keputusannya, walaupun kebenaran yang 
dicari itu tidak ditemukan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 153 
HIR, apabila ditimbang dan berfaedah, Hakim dapat menjalankan 
pemeriksaan setempat yang dapat menjadi keterangan pada hakim.Hakim 
sebelum memutus perkara harus memeriksa benar tidaknya peristiwa 
yang diajukan, memberi pertimbangan benar tidaknya suatu peristiwa, 
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setelah ada kepastian baru menentukan hukumnya.Sarana yang 
digunakan hakim adalah alat-alat bukti, yang perlu dibuktikan 
adalahperistiwa yang dikemukakan penggigat dan tergugat.Para pihak 
harus membuktikankebenaran peristiwanya. Alat bukti yang diajukan 
untuk membuktikan peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR 
adalah : alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 
Siapa yang harus membuktikan menurut ketentuan Pasal 163 HIR adalah 
“ Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak atau 
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk 
membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya 
hak itu atau adanya kejadian itu.” Hakim dalam melakukan pembuktian 
berpedoman pada ketentuan Undang Undang, dalam hal Undang Undang 
tidak mengatur atau tidak jelas, Hakim memerlukan asas-asas hukum 
umum untuk dapat menerapkannya terhadap peristiwa di persidangan. 
Asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit tetapi merupakan dasar 
umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. 
 Di dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas-asas 
hukum perdata : 
- Asas Kebebasan Hakim 
Asas kebebasan hakim ini ditemukan dalam Pasal 1 UU Nomor 4 
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Kekuasaan 
Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik 
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Indonesia.” Hakim bebas dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa 
dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan 
asas kebebasan ini hakim dalam menemukan kebenaran peristiwa yang 
dicarinya dapat menempuh dengan cara-cara yang ia pandang tepat dan 
perlu untuk melakukannya. Hakim bebas menempuh cara-cara yang dapat 
mempermudah proses pemerikasaan perkara, terutama dalam hal 
memeriksa alat bukti yang diaujkan oleh pihak. Pembuktian merupakan 
inti proses dari pemeriksaan suata perkara dan jalan yang harus ditembuh 
oleh hakim sebelum membuatkeputusan. Tanpa adanya asas kebebasan 
hakim dalam memeriksaperkara, tugas hakim yang amat berat tidak akan 
terlaksana. 
- Asas Kesamaan pihak dalam proses perkara. 
Hukum Perdata formil diperlukan apabila terjadi pelanggaran 
terhadaphkum perdata materiil. Hukum perdata formil atau hukum acar 
perdata merupakan hokum yang mengatur bagaimana cara memulihkan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban karena perbuatan orang-orang atau 
badan hukum-badan hukum yang merugikan. Dengan adanya pelanggaral 
terhadap hukum perdata meteriil maka tidak terjadi persengketaan dua 
pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.Untuk pemulihan 
persengketaan diperlukan Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas 
untuk menyelesaikan. Penggugat dan tergugat mempunyai hak yang 
sama. Penggugat berhak untuk mengatakan mempunyai suatu 
hak.Tergugat juga mempunyai hak untuk membantah pihak penggugat. 
Mereka mempunyai hak untuk mengajukan keterangan-keterangan untuk 
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menguatkan apa yang mereka kemukakan. Maka layak kedua belah pihak 
yang bersengketa harus diperlakukan dan didengar bersama-sama di 
persidangan.Asas ini sangat penting dalam hukum acara perdata dan 
merupakan petunjuk bagi hakim dalam menjalankan tugas.Apabila asas 
kesamaan ini dipegang teguh oleh hakim maka tujuan dari hukum 
pembuktian untuk mencari kebenaran peristiwa akan tercapai dan hakim 
dapat dengan mudah memberikan keputusan terhadap perkara yang 
diajukan kepadanya.3. Asas siapa yang mendalilkan sesuatu yang harus 
membuktikan. Asas ini ditemukan dalam Pasal 163 HIR, bahwa : “ Barang 
siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu 
kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah haknya 
orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau 
kejadian itu.” Ketentuan Pasal 163 HIR ini sering disebut Teori Pembagian 
Beban Pembuktian. Pembagian beban pembuktian merupakan hal sangat 
sukar dalam pelaksanaannya, karena apabila tidak tepat, maka akan 
merugikan pihak terlampau berat dibebani pembuktian. Hal ini disebabkan 
adanya resiko pembuktian yaitu apabila tidak mampu membuktikan, maka 
akan dinyatakan kalah, oleh karena itu hakim harus adil dalam 
membebani pembuktian tidak boleh memihak dengan memberikan beban 
yang berat kepada salah satu pihak. 
- Asas satu saksi bukan saksi 
Keterangan seorang saksi yang tidak dia kuatkan oleh alat bukti lain, 
tidak dianggapa terbuktinya suatu peristiwa tertentu yang didalilkan oleh 
salah satu pihak dipersidangan. Untuk dianggap terbuktinya peristiwa 
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yang diterangkan oleh satu orang saksi harus didukung oleh keterangan 
alat bukti lain. Keterangan satu saksi yang menerangkan suatu peristiwa 
belum dapat dianggap terbukti, keterangan dari beberapa orang saksi 
masih diperlukankeyakinan hakim tentang kejujuran saksi misalnya 
keterangan beberapa saksi tidak bertentangan satu sama lain, sehingga 
suatu peristiwa dianggap terbukti atas dasar keterangan dari beberapa 
orang saksi di persidangan. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat 
bukti adalah apabiladiterangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami 
sendiri oleh saksi. Sedangkan yang diterangkan berdasarkan 
pendengaran orang lain tidakdapat dijadikan alat bukti. Hakim dalam 
menimbang harga kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, 
yang dijelaskan oleh R. Soesilo29, dalambukunya RI/HIR dan 
penjelasannya. Hakim harus memperhatikan secara seksama: 
a. Kecocokan keterangan saksi yang satu dengan yang lain. 
b. Apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui 
tentang perkara dari sudut lain. 
c. Apakah ada hubungannya dengan perkara yang 
dipersengketakan. 
d. Peri kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi 
e. Pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan 
f. Sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai 
saksi. 
3. Penyelesaian sengketa melalui PTUN 
Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau badan 
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu 
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Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata 
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, 
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. 
Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan 
adalah: 
1.  Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
Pada Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004, disebutkan yang Tidak 
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain : 
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan 
hukum perdata; 
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan 
yang bersifat umum; 
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan 
persetujuan; 
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab 
Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan 
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 
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5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar 
hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;21 
 
D. Perbuatan Melawan Hukum  
Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur 
tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam 
hukum perdata. 
Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : 
“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya 
menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang 
karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti 
kerugian”Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai 
suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan 
perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau 
unsur-unsur sebagai berikut : 
 
1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang 
melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan 
dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah 
diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan 
hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. 
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara : 
- Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan 
seperti itu manusia yang normal dapat menduga 
kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan 
mencegah manusia yang baik untu berbuat atau tidak 
berbuat. 
- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat 
berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan 
akibat dari perbuatannya. 
 
Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus 
dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak 
tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. 
                                                          
21  Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & 
Implementasi,(Jakarta, Kompas, 2001), halaman 163, di akses dari 
http://eprints.undip.ac.id/18339/1/SRIYANTI_ACHMAD.pdf, pada tanggal 27 februari 
2015. Pukul 18.26 
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Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan : 
1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap 
timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang 
dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian 
dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika 
perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. 
2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu 
ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap 
masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya 
perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. 
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian 
yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : 
- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari 
kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang 
seharunya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si 
pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian 
tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga 
keuntungan yang seharusnya diperoleh. 
- Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat 
menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit 
dan kehilangan kesenangan hidup. 
Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya 
harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada 
azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam 
keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. 
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Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya 
kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan 
tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. 
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk 
memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum 
dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu : 
- Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang 
melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung 
jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan 
kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu 
perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk 
timbulnya akibat). 
- Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat 
hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya 
dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan 
hukum. 
Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan 
pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan 
timbul dari perbuatan melawan hukum.Jadi secara singkat dapat diperinci 
sebagai berikut : 
 Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan 
hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW. 
 Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang 
wakil badan hukum yang mempunyai hubunga kerja dengan badan 
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hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 
BW. 
 Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang 
mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung 






                                                          
22 Diakses darihttps://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-
hukum/.pada tgl 25 maret 2015.pkl 14:44 
32 
BAB  III 
METODE PENULISAN 
 
 Melalui penulisan Skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh Data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi 
yang diperlukan.Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan 
relevan dengan permasalahah yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Takalar. 
 
B. Jenis Dan sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian Lapangan dan Kepustakaan, digolongkan ke 
dalam 2 jenis data, yaitu : 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama pada lokasi penelitian dengan melakukan 
kepada kepala seksi sengketa pertanahan. 
2. Data sekunder yaitu daa yang diperoleh berupa sumber-sumber 
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literature 




C. Teknik pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah : 
1. Penelitian Kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku pustaka  
berupa literatur-literatur, karya ilmiah (penelitian), peraturan 
perundang-undangan, melalui media massa dan meda cetak 
2. Penelitian lapangan 
Dengan melakukan wawancara kepada Kepala bagian Sengketa 
Pertanahan Kabupaten Takalar. 
 
D. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik secara data primr dan sekunder dianalisis 
dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif.Yaitu 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Keadaan Geografis 
Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 
Indonesia, ibu kotanya terletak di Pattallassang.Kab. Takalr terdiri dari 
delapan kecamatan, dengan luas wilayah 566,51 km2 dengan batas 
wilayah 
a. Sebelah utara dengan kota Makassar dan Kabupaten Gowa 
b. Sebelah Selatan dengan Laut Flores 
c. Sebelah Barat dengan Selat Makassar 
d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten 
Gowa 
 
2. Keadaan Demografi  
a. Jumlah Penduduk 
Wilayah Kerja Kabupaten Takalar pada Tahun 2014 memiliki 
Jumlah 250.000 jiwa.Jumlah Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 
125.000 jiwa dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 1.172.911 jiwa (profil Kabupaten Takalar). 
b. Pekerjaan 
Tabel 5.1 Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan 
Kabupaten Takalar Tahun 2014 
 
No Jenis Pekerjaan N % 
1 Petani tradisional 61.942.4 89,6 
2 Pegawai Negeri Sipil 4.66.809 6,5 
3 Buruh 4.65.787 0,6 
4 Pedagang/Wiraswasta 4.66.181 2,8 
5 Pertukangan 4.65.779 0,5 
Total 250.000 100,0 
Sumber: Data Sekunder Badan Pusat Statistik Kab. Takalar 
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B. Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengganti 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sebagai 
pengganti  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran 
tanah, sertifikat tanah adalah akta autentik sebagai pembuktian yang 
sempurna atas kepemilikan tanah oleh seseorang termasuk data fisiknya.  
Jika sertifikat tanah hilang, maka pemegang hak atas tanah dapat 
mengajukan permohonan penggantian sertifikat hilang itu ke kantor 
Pertanahan Negara yang mewilayahi tanah tersebut, atas permohonan itu, 
pemegang hak atas tanah dapat menerima sertifikat pengganti. 
1. Persyaratan Permohonan Sertifikat Pengganti Karena Hilang 
PadaBPN 
a. Laporan keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian 
Pengajuan surat kehilangan dilakukan oleh pemilik (orang yang 
namanya tercantum pada sertifikat). Untuk laporan kehilangan, pemohon 
harus melengkapi beberapa persyaratan, yaitu: 
1) Foto Copy KTP pemohon 
2) Foto Copy sertifikat (jika memiliki) 
3) Surat keterangan domisili dan kepemilikan dari Kantor 
Kelurahan. 
4) Bukti pengumuman kehilangan pada surat kabar 
Setelah melengkapi persyaratan tersebut, pihak kepolisian akan 
mengeluarkan surat kehilangan dan surat Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP). Pembuatan surat laporan kehilangan sertifikat dari kepolisian 
yaitumembawa rincian sertifikat atau berupa data dari BPN dan membawa 
pembayaran SPPT PBB tahun terakhir dan apabila seseorang membuat 
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keterangan palsu pihak dari kepolisian sendiri memberi sanksi berupa 
Pasal 242 KUHP yaitu : “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan 
dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun“.23 
b. Laporan dari Notaris 
Notaris merupakan sebuah profesi yang memiliki posisi netral 
sehingga apabila ditempatkan disalah satu dari ketiga badan Negara 
terebut maka notaries tidak lagi dianggap netral. Pembuatan Surat Kuasa 
mengenai Hak tanggungan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dipatuhi 
oleh setiap notaries atau PPAT yang akan membuat surat kuasa 
mengenai hak tanggungan tersebut atau harus dipatuhi oleh PPAT yang 
akan membuat SKMHT atau PPAT yang akan membuat APHT yang 
dibuat berdasarkan SKMHT. Pasal 15 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1996 
(UUHT) menentukan bahwa “ Surat Kuasa Untuk membebankan Hak 
Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT”. 
Informasi yang diperoleh notaries atau PPAT mengenai Hak 
Tanggungan, antara lain:24 
1. Jangka waktu 7 hari untuk pembuatan akta utamanya pembebanan 
hak tanggungan itu sebenarnya untuk pendaftaran di BPN 
mengenai ada implikasi hukum tentang keabsahan atas sertifikat 
pengganti / hilang sebelum diikat hak tanggungan notaris wajib 
melakukan pengecekan agar terhindar dari adanya sertifikat yang 
bermasalah yang akan timbul dikemudian hari. 
                                                          
23  Wawancara dengan Pihak polisi ( Pak Kahar pd tanggal 25 April 2015 ) 
24  Hasil wawancara dengan ibu Dian Christianty pada tanggal 20 Mei 2015 
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2. BPN tidak akan mencetak atau membuat sertifikat sebelum dicek 
pada warkah BPN, tentang keberadaan sertifikat apakah terpasang 
atau tidak semua data tentang sertifikat tersebut ada di warkah 
BPN.pada pasal 33 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa 
jenis dokumen tersebut dalam daftar umum meliputi : 
- Peta pendaftaran 
- Daftar Tanah 
- Surat Ukur 
- Buku Tanah 
- Daftar Nama 
- Warkah pada dasarnya terdiri dari: 
1) Warkah pada pendaftaran pertama kali 
2) Warkah karena pemeliharaan data-data pendaftaran tanah 
(karena peralihan hak, pemberian hak, dan lain-lain). 
3) Warkah karena ada perubahan data fisik dan data yuridis 
(karena pemisahan, penggembangan, pembaharuan hak/ 
peningkatan hak, dan lain-lain).  
3. Mengenai prosedur untuk penggantian sertifikat ada beberapa hal 
yang harus dilalui yaitu berdasarkan Pasal 57 ayat 1 PP nomor 24 
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : 
“ Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru 
sebagai pengganti sertifikat hilang, masih menggunakan blangko 
sertifikat yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu 
lelang eksekusi “. Pasal 59 ayat 1 PP No. 24 thn 1997 yang perlu 
diperhatikan dalam permohonan penggantian sertifikat. 
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4. Notaris tidak akan menandatangani akta sehubungan dgn peralihan 
atau pembebanan sertifikat yang belum di cek keamanannya di 
BPN. 
c. Laporan dari Pihak BPN 
Setelah mendapatkan surat kehilangan dan BAP, kita dapat 
mengajukan surat pemblokiran sertifikat ke Kantor BPN dengan 
melampirkan foto copy sertifikat dan foto copy identitas pemilik sertifikat. 
Setelah itu, BPN akan melakukan pencatatan pada buku tanah, sehingga 
selama proses pemohonan sertifikat pengganti berlangsung sertifikat 
aman. 
Dalam hal prosedur penerbitan sertifikat pengganti di Kota 
Makassar, dapat dilakukan dengan adanya laporan kepolisian atas dasar 
permohonan penerbitan sertifikat pengganti, dari laporan kepolisian maka 
pihak dari Badan pertanahan dapat melakukan pendaftaran tanah, dan 
dilakukan penyumpahan dihadapan kepala kantor pertanahan yang atas 
namanya ada dalam sertifikat yang dimohonkan penggantian. Setelah 
dilakukan penyumpahan, dilakukan pengumuman di koran selama 30 hari 
apabila tidak ada yang menemukan maka sertifikat dapat di proses atau 
diterbitkan.25 
Jadi menurut hasil pengamatan dan wawancara Kantor Pertanahan 
Kab. Takalar telah menerapkan tata cara penerbitan sertifikat pengganti 
karena hilang sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 
24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/ Kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 
                                                          
25  Wawancara dengan BPN ( dengan ibu Sartika pd tanggal 11 Mei 2015 ) 
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TentangKetentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 
1997 
Didalam mengajukan permohonan sertifikat pengganti pemohon 
harus melampirkan beberapa persyaratan dalam berkas permohonan. 
Beberapa persyaratan tersebut adalah:26 
a. Surat keterangan dari kelurahan dimana lokasi tanah berada 
b. Surat pernyataan kepemilikan bermaterai 6000 dan diketahui 
kelurahan 
c. Surat pernyataan tidak bersengketa ditanda tangani lurah 
d. Foto copy surat yang hilang 
e. Foto copy PBB terakhir 
f. Bukti ahli waris ( yang dibuat oleh PPAT) 
g. Surat kuasa apabila pemilik berhalangan melaporkan sendiri 
h. Foto copy KTP pemilik dan KTP penerima kuasa 
i. Iklan dari dua koran yang berbeda minimal dua bulan sebelum 
dilaporkan 
j. Surat keterangan hilang dari Kepolisian 
k. Semua persyaratan di foto copy rangkap dua dan dimasukkan 
dalam map 
 
2. Mekanisme Permohonan Sertifikat pengganti karena hilang 
Penerbitan sertifikat pengganti pada Kantor Pertanahan Kota 
Makassar harus diproses melalui beberapa tahapan yakni: 
a. Tahap pertama dimulai dari penyerahan dokumen (persyaratan 
yang dibutuhkan untuk permohonan sertifikat pengganti karena 
                                                          
26  Kantor Pertanahan, Dokumen Seksi HTPT 2015 
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hilang) oleh pemohon pada petugas loket untuk diperiksa 
kelengkapannya oleh petugas Kantor Pertanahan. 
b. Tahap kedua diteruskan dengan pembayaran biaya pendaftaran 
oleh pemohon kepada petugas diloket. 
c. Tahap ketiga diteruskan dengan pengambilan sumpah oleh 
pemegang hak atau perwakilan bila pemegang hak berhalangan 
hadir. 
d. Tahap kempat selanjutnya dilakukan pengumuman pada media 
massa (biasanya surat kabar). 
e. Tahap kelima bila tidak ada keberatan oleh pihak yang merasa 
dirugikan oleh pengumuman tersebut berkas diserahkan kepada 
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk dibuatkan 
salinan surat ukur. 
f. Tahap keenam selanjutnya dokumen diserahkan kepada Seksi 
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk dilakukan pencatatan 
dan pengumuman pada website Bpn oleh Kasub Seksi 
Pendaftaran Hak, Pengumuman tersebut dilaksanakan selama 
30 hari. 
g. Tahap ketujuh dokumen diserahkan kepada petugas pengetikan 
dan penjilidan untuk dilakukan pengetikan dokumen. 
h. Tahap Kedelapan dokumen dikoreksi oleh Kasub Seksi 
Pendaftaran Hak, yang dilanjutkan oleh Kepala Seksi Hak 
Tanah dan Pendaftaran Tanah kemudian dilanjutkan kembali 
pemerikasaan oleh Kepala Kantor. 
i. Tahap Kembilan dokumen diserahkan kepada staf pelaksana 
untuk dilakukan pencatatan dibuku tanah dan buku. 
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j. Tahap Kesepuluh penerbitan dan penyerahan sertifikat 
pengganti kepada pemohon. 
3. Penerbitan Sertifikat Pengganti 
Dalam Informasi Pelayanan Pertanahan, syarat-syarat yang harus 
dipenuhi antara lain: 
a. Permohonan 
b. Sertifikat (yang rusak) 
c. Pernyataan Sumpah janji 
d. Bukti Pengumuman Koran (yang hilang) 
e. FC KTP / Identitas yang berlaku 
f. Bukti setoran biaya Pendaftaran 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 57, 
Penerbitan Sertifikat Pengganti, sebagai berikut: 
1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru 
sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih 
menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau 
yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu 
lelang eksekusi. 
2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya 
tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang 
bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak 
berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta 
sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat 
sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya. 
3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan 
sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan 
menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 
4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. 
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Dalam Pasal 58 disebutkan, Dalam hal Penggantian sertifikat 
karena rusak atau pembaharuan blanko sertifikat, sertifikat yang lama 
ditahan dan dimusnahkan.  
Dalam Pasal 59, dijelaskan bahwa: 
1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai 
pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan 
dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang 
ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. 
2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam 
salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. 
3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari 
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada 
yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya 
sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan 
keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor 
Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan 
sertifikat baru. 
4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat 
pengganti. 
5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta 
penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh 
Kepala Kantor Pertanahan. 
6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon 
diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi 
kuasa untuk menerimanya. 
7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara 
dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan 
pada ayat (2). 
 
Dalam Pasal 60, dijelaskan : 
1) Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang 
dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari 
Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan 
tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada pemenang 
lelang. 
2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah ditertibkannya 
sertifikat pengganti untuk hak atas tanah atau milik atas satuan 
rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak 
berlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat 
kabar harian setempat atas biaya pemohon. 
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4. Kendala yang ditemui para pihak dalam proses penerbitan 
sertifikatpengganti karena hilang 
a. Kendala yang ditemui oleh BPN Kota Makassar adalah:  
Apabila tanah yang dimohonkan sertifikat penganti sudah dijual 
dibawah tangan oleh pemilik/ orang yang namanya tercantum 
dalam sertifikat. Kemudian sertifikat tanahnya hilang dan pemilik 
lama/orang yang namanya tercantum pada sertifikat tidak diketahui 
keberadaannya.Padahal pemilik lama/ orang yang namanya 
tercantum dalam sertifikat dibutuhkan untuk menjadi saksi. 
b. Kendala yang ditemui oleh pemohon Dalam proses penerbitan 
sertifikat pengganti karena hilang adalah: Proses administrasi 
dirasa berbelit-belit terutama pada proses pembuatan surat 
keterangan hilang pada Kepolisian oleh pemohon karena 
permohonan sertifikat  pengganti memerlukan mekanisme 
permohonan yang cukup panjang, dan juga memakan waktu yang 
cukup lama. 
c. Kendala yang ditemui oleh notaries yaitu Bank karena hak 
tanggungan. 
 
C. Akibat Hukum dari Sertifikat Pengganti yang Cacat 
Administrasi 
1. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh 
Badan Pertanahan Nasional 
Pengertian Pembatalan Hak Atas Tanah dalam Pasal 1 angka 12 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
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Tahun 1999 yaitu pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak 
atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam 
penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, 
pengertian pembatalan Hak atas Tanah yaitu pembatalan keputusan 
pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan 
tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya 
atau untuk melaksanakan putusanpengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) PMNA/ Kepala BPN No. 
9 tahun 1999, yang menjadi obyek pembatalan hak atas tanah meliputi : 
1) Surat keputusan pemberian hak atas tanah 
2) Sertifikat hak atas tanah 
3) Surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka 
pengaturan penguasaan tanah. 
Dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria 
selanjutnya disebut UUPA, pembatalan hak atas tanah merupakan salah 
satu sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. Apabila telah diterbitkan 
keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena adanya cacat hukum 
administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka 
haknya demi hukum hapus dan status tanahnya menjadi tanah yang 
dikuasai oleh Negara. 
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Terhadap hapusnya hak atas tanah tersebut karena disebabkan 
pembatalan hak, maka pendaftaran hapusnya hak tersebut sesuai dengan 
ketentuan Pasal 131 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
Nomor 3 Tahun 1999, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas 
permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan : 
a. Surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan 
bahwa hak yang bersangkutan telah batal atau dibatalkan. 
b. Sertifikat hak atas tanah, apabila sertifikat tersebut tidak ada 
pada pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertifikat 
tersebut. 
Secara umum UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 menentukan bahwa sesuatu hak atas tanah akan hapus apabila: 
1) Karena pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. 
2) Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 
3) Karena ditelantarkan. 
4) Karena melanggar prinsip nasionalitas (haknya jatuh kepada 
warga negara asing). 
5) Tanahnya musnah. 
6) Jangka Waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi 
7) Karena putusan pengadilan 
Pembatalan hak atas tanah melaksanakan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan 
permohonan pemohon, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (1) 
PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, selanjutnya dalam ayat (2), 
46 
Putusan Pengadilan dimaksud bunyi amarnya meliputi dinyatakan batal 
atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau intinya sama dengan itu. 
Pengajuan permohonan pembatalan diajukan secara tertulis, dapat 
diajukan langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau 
melalui Kepala Kantor Pertanahan yang memuat : 
1) Keterangan mengenai diri pemohon : 
a. Perorangan : Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal 
dan pekerjaan disertai fotocopy surat bukti identitas, surat 
bukti kewarganegaraan. 
b. Badan Hukum : nama, tempat, kedudukan, akta atau 
peraturan pendiriannya disertai fotocopynya. 
2) Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data 
fisik: 
a. Memuat nomor dan jenis hak disertai fotocopy surat 
keputusan dan atau sertifikat. 
b. Letak, batas, dan luas tanah disertai fotocopy Surat Ukur 
atau Gambar Situasi. 
c. Jenis penggunaan tanah ( pertanian atau perumahan ). 
3) Alasan permohonan pembatalan disertai keterangan lain 
sebagai data pendukung, antara lain : 
a. Fotocopy putusan pengadilan dari tingkat pertama dan 
tingkat terakhir. 
b. Berita acara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana. 
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c. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan 
pembatalan. 
d. Atas permohonan dimaksud, pejabat yang berwenang 
menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atau 
penolakan pembatalan hak. 
Dengan adanya uraian diatas, maka pembatalan hak atas tanah 
dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum lebih luas 
dari pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif. Hal ini 
dikarenakan mencakup keputusan pemberian hak atas tanah yang 
kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dan juga keputusan pemberian hak atas tanah yang 
kewenangannya berada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi. 
Permohonan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diawali dengan timbulnya 
sengketa tanah yang terdapat adanya benturan kepentingan yang 
melibatkan pemegang hak dengan pihak lain yang merasa dirugikan, 
sedangkan sengketa tanah yang terdapat adanya cacat. administrasi 
biasanya hanya melibatkan pemegang hak atas tanah dengan Badan 
Pertanahan Nasional. 
Dengan kata lain, jika terjadi adanya sengketa hak atas tanah maka 
pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan langsung 
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Demikian pula dengan 
permohonan pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang didasarkan 
48 
adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan 
oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau 
melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan 
diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Propinsi yang bersangkutan. 
2. Proses Pembatalan Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah 
Proses merupakan rangkaian tindakan, pembuatan atau 
pengolahan yang menghasilkan produk. Dalam kaitannya dengan 
pembatalan hak atas tanah, proses tersebut berarti rangkaian kegiatan 
atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan 
pembatalan hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.27 
Berbicara mengenai proses pembatalan hak, pertama yang harus 
diketahui adalah siapa yang berwenang membatalkan hak atas tanah. 
Menurut Philipus M. Hadjon, ada 3 (tiga) sumber atau cara-cara tertentu 
yang melahirkan wewenang yang dapat diperoleh suatu badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yaitu: Pertama atribusi (attribute 
competence), merupakan sumber wewenang yang diberikan oleh hukum 
(peraturan perundangundangan) yang sebelumnya tidak dipunyainya; 
kedua delegasi (delegated competence), merupakan pelimpahan 
kewenangan yang telah dipunyai bedasarkan atribusi dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain bedasarkan 
                                                          
27  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 2005, hlm. 899 
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peraturan perundang-undangan, dimana tanggung jawab dan tanggung 
gugatnya ikut beralih; dan ketiga mandat (mandate competence), 
merupakan pelimpahan wewenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan antar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam satu 
organ pemerintahan dimana tangung jawab dan tanggung gugatnya tetap 
berada pada pemberi mandat.28 
Proses pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum 
administratif karena ada permohonan adalah: Permohonan diajukan 
kepada Menteri/Kepala BPN melalui KAKANTAH letak tanah yang 
bersangkutan secara tertulis; Permohonan memuat keterangan mengenai 
pemohon (perorangan/Badan Hukum) dan keterangan mengenai 
tanahnya yang melampirkan fotocopy identitas, akta pendirian, 
SPKH/sertifikat, dan surat-surat lain yang terkait; Permohonan juga 
disertai alasan dan keterangan lain yang dianggap perlu; Setelah berkas 
diterima, KAKANTAH meneliti pertimbangannya; Menteri/Kepala BPN atau 
KAKANWIL meneliti kelengkapan dan kebenarannya, apabila kurang 
memenuhi syarat, memerintahkan (secara struktural) untuk diteliti kembali; 
Menteri/Kepala BPN atau KAKANWIL memutuskan permohonan tersebut 
(menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan) disertai alasannya; 
Menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon kelengkapan serta 
kebenaran data fisik dan data yuridis, selanjutnya menyampaikan kepada 
termohon untuk diminta tanggapannya dalam waktu 1 (satu) bulan; 
KAKANTAH menyampaikan kepada Menteri/Kepala BPN atau KAKANWIL 
                                                          
28  Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan 
Pemerintahan yang Bersih, Pidato Guru Besar Unair, Surabaya, 1994, hlm. 83. 
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(sesuai kewenangannya) disertai pendapat danProses pembatalan karena 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap adalah: dilaksanakan atas permohonan yang 
berkepentingan: berdasarkan putusan pengadilan yang dalam amar-nya 
meliputi pernyataan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau 
yang pada intinya sama dengan itu; jika amar putusan pengadilan tidak 
dapat dilaksanakan, Menteri/Kepala BPN meminta fatwa kepada 
Mahkamah Agung; Keputusan pembatalan hak atas tanah/sertifikat HAT 
dan penolakannya disampaikan secara tertulis kepada para pihak yang 
berhak disertai alasannya.  
Setelah berbicara mengenai sertifikat hak atas tanah, yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, juga mengatur 
tentang penerbitan sertifikat pengganti, yang mana pada intinya sertifikat 
pengganti ini bisa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan 
pihak yang berkepentingan, apabila sertifikat hak atas tanahnya terjadi 
kerusakan, hilang dan blanko lama. Selain Peraturan pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997, penerbitan pengganti juga di atur dalam Peraturan 
pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksaan Peraturan 
pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
Pengertian dan fungsi sertifikat pengganti pada dasarnya tidak jauh 
berbeda dengan sertifikat hak atas tanah, bahwa sertifikat tersebut 
berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, demikian dinyatakan dalam pasal 
19 ayat 2 huruf c UUPA. Karena itu, siapapun dapat dengan mudah 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas 
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namanya tercantum dalam sertifikat itu. Diapun selanjutnya dapat 
membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya 
luasnya, batas-batasnya, ataupun segala sesuatu yang berhubungan 
dengan bidang tanah dimaksud. Dan jika dikemudian hari terjadi tuntutan 
hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan / penguasaan atas tanah, 
maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu 
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus 
menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak 
ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Tetapi 
jika ternyata ada kesalahan didalamnya, maka diadakanlah perubahan / 
pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak melakukan 
pembetulan bukanlah pengadilan melainkan instansi yang 
menerbitkannya yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan jalan 
pihak yang dirugikan mengajukan permohonan perubahan sertifikat 
dengan melampirkan surat keputusan pengadilan yang menyatakan 
tentang adanya kesalahan dimaksud. Jelaslah bahwa sertifikat hak atas 
tanah itu akan memberikan rasa aman dan tenteram bagi pemiliknya 
karena segala sesuatunya mudah diketahui dan sifatnya pasti serta dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Sertifikat pengganti merupakan 
salinan sertifikat yang rusak ataupun hilang, karena isi dari sertifikat 
pengganti tersebut merupakan kutipan dari sertifikat lama. 
Sertifikat pengganti bisa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas 
permintaan pemegang hak atas tanah. Namun didalam seertipikat 
pengganti nantinya oleh Kantor Pertanahan akan dicatat atau diberi 
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penjelasan bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat pengganti atau 
sertifikat kedua dan isi sertifikat pengganti tersebut tetap sama dengan 
sertifikat sebelumnya. 
3. Penyebab Diterbitkannya Sertifikat Pengganti  
Hal-hal yang menyebabkan penggantian sertifikat :  
a. Apabila sertifikat itu rusak dan penyebab kerusakan tersebut 
tidak dipersoalkan apakah karena sengaja, lalai atau terjadi 
bencana alam dan lain-lain, sertifikat tersebut harus diganti 
dengan sertifikat yang baru. 
b. Apabila sertifikat itu hilang, juga tidak dipersoalkan penyebab 
hilangnya sertifikat tersebut, sertifikatnya harus diganti dengan 
yang baru. 
c. Apabila sertifikat yang ada di tangan si pemegang hak masih 
menggunakan blangko sertifikat yang lama yang tidak 
dipergunakan lagi. Blanko sertifikat itu dicetak oleh Negara dan 
tetap terbuka kemungkinan perubahannya sesuai dengan 
perubahan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat tersebut 
dapat diminta oleh pemegang hak untuk diganti dengan sertifikat 
yang baru dalam artian penggantiannya bersifat kualitatif.  
d. Apabila tanah tersebut dieksekusi lelang karena dijadikan obyek 
hak tanggungan dimana pemberi hak tanggungan (debitur) 
wanprestasi, si pemegang hak (debitur) tudak menyerahkan 
sertifikat tanah tersebut kepada pemegang pembeli lelang, maka 
sertifikatnya harus diganti dengan yang baru. 
53 
4. Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Karena Hilang 
Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai 
pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko 
sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada 
pembeli lelang dalam sauatu lelang eksekusi.  
Permohonan sertipkat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak 
yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang 
bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerimaan hak 
berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud 
Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, atau surat sebagaimana 
dimaksud Pasal 53 PP Nomor 24 Tahun 1997 atau kuasanya.29 
Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sudah meningal 
dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya 
dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penerbitan 
sertifikat pengganti hanya dapat dilakukan : 
a. Apabila yang berkepentingan telah memenuhi hal-hal sebagai 
mana disebutkan dalam penyebab diterbitkannya sertifikat 
pengganti, mengajukan permohonan penggantian sertifikat 
tanahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pihak yang 
berkepentingan adalah pihak yang namanya tercantum sebagai 
pemegang hak dalam buku tanah yang da pada kantor 
pertanahan yang diberlakukan bagi sertifikat yang rusak, hilang, 
                                                          
29  Sangsun florianus, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 
2007,hal 73 
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dan masih menggunakan blangko sertifikat lama yang tidak 
digunakan lagi.  
b. Apabila terjadi peralihan karena lelang, maka pihak yang 
berkepentingan itu adalah pihak yang namanya tercantum 
adalam kutipan risalah lelang sebagai pembeli lelang dimaksud, 
diberlakukan khusus bagi sertifikat yang diserahkan pemegang 
hak (debitur) kepada pembeli lelang karena rusak, hilang atau 
blangko sertifikatnya yang lama tidak dipergunakan lagi. 
c. Apabila terhadap tanah yang dilakukan atasnya pemindahan 
hak, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dala 
perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, 
pihak yang berkepentingan dimaksud adalah pihak yang 
namanya tercantum dalam akata PPAT sebagai penerima hak, 
diberlakukan khusus bagi pemindahan hak yang belum didaftar 
dimana sertifikat hak atas tanahnya rusak, hilang atau blangko 
sertifikatnyayang lama yang tidak digunakan lagi.  
d. Apabila terhadap tanah tersebut terjadi peralihan hak karena 
penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi, pihak 
yang berkepentingan dimaksud adalah pihak yang namanya 
tercantum sebagai penerima hak pada akta peralihan hak 
tersebut, diberlakukan khusu bagi peralihan yang bealum di 
daftar dimana sertifikat hak atas tanahnya rusak, hilang atau 
blangko sertifikatnya yang lama yang tidak digunakan lagi. 
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e. Apabila terhadap tanah yang dijadikan obyek hak tanggunagn 
dan terjadi peralihan piutang yang dijadikan karena cessie, 
subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan 
perseroan, pihak yang berkepentingan dimaksud adalah pihak 
yang namanya tercantum pada surat tanda bukti bearlihnya 
piutang pada hak tangguangn tersebut, diberlakukan khusus 
bagi peralihan yang belum di daftar, dimana sertifikat hak atas 
tanahnya rusak, hilang atau blangko sertifikatnya yang lama 
yang tidak digunakan lagi.  
f. Apabila pemegang hak atau penerima hak sebagaimana uraian 
dia atas sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat hak atas 
tanah dapat diajukan oleh ahli warisanya dengan menunjukkan 
dan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.  
Untuk menerbitkan sertifikat pengganti, biasanya Kantor 
Pertanahan akan melakukan peninjauan lokasi dan melakukan 
pengukuran ulang untuk memastikan bahwa keadaan tanah tersebut 
masih seperti yang tertera dalam buku tanah dan fotocopy sertifikat dari 
pemohon. Setelah dilakukan pengukuran, proses penerbitan sertifikat 
akan dilanjutkan. Apabila semua proses berjalan dengan normal, dalam 
arti tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau gugatan, 
maka sertifikat pengganti akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah 
permohonan. 
Sertifikat hilang dapat dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat 
penggantinya. Sertifikat hilang tidak mengakibatkan hilangnya hak atas 
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tanah tersebut, karena pada dasarnya asli sertifikat tanah yang kita miliki 
hanyalah merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan pada Kantor 
Pertanahan setempat letak tanah. Jadi, apabila sertifikat tanah tersebut 
hilang, maka kita dapat mengajukan permohonan kepada kantor 
pertanahan untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti atau disebut juga 
sebagai dengan Sertifikat Kedua.  
Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai 
pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala 
Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya 
setipikat hak yang bersangkutan.  
Mengenai penerbitan sertifikat pengganti karena hilang, di atur 
dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :  
a. Penggantian sertifikat hak karena hilang, yaitu merupakan 
sertifikat hak pengganti (sertifikat ke dua) yang disebabkan 
hilang, yang dimohon oleh pemegangnya ditujukan kepada 
kepala kantor pertanahan setempat melalui prosedur perolehan 
sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan dengan 
pemenuhan persyaratan permohonan sebagai berikut:30 
a) Surat permohonan  
b) Keterangan hilang dari kepolisian  
c) Surat pernyataan hilang di bawah sumpah  
d) Surat pernyataan tidak ada perobahan fisik tanah  
e) Persetujuan kreditur, jika dibebani hak tanggungan  
f) Fotokopi KTP atau identitas dari pemohon  
g) Fotokopi KTP atau identitas diri penerima kuasa disertai 
dengan surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.  
 
Selain di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat penganti karena hilang ini juga 
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan pertanahan 
                                                          
30   S.Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Grasindo, Jakarta, 2005, hal 76 
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nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan 
pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, yaitu pada 
Pasal 138 yang berbunyi :  
a) Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang didasarkan atas 
pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertifikat.  
b) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala 
Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala 
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain 
yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan. 
c) Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut 
berdomisili di luar Kabupaten/Kotamadya letak tanah, maka 
pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang 
bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik 
Indonesia di negara domisili yang bersangkutan.  
d) Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat 
kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan dengan harga 
tanah yang sertifikatnya hilang serta kemampuan pemohon. 
Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa 
pengumuman akan diterbitkannya sertifikat tersebut 
ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di 
jalan masuk tanah yang sertifikatnya hilang dengan papan 
pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada 
di luar bidang tanah tersebut.  
e) Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya 
sertifikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman 
dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertifikat Pengganti 
dengan menggunakan daftar isian 304A. 
 
Permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak 
yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang 
bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan 
akta PPAT atau ktipan risalah lelang atau akta peralihan hak karena 
penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi atau surat tanda 
bukti beralihnya utang dalam hak tanggungan.31 
                                                          
31  Muhammad Yamin lubis dan Abd.Rahim Lubis, Hukum Pendaftran Tanah, Mandar 
Maju, Bandung, 2010, hal 367-368 
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Persyaratan pemohon tersebut di atas sebagaimana dijelaskan 
dalam pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan 
pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan 
pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang 
pendaftaran tanah, di sampaikan oleh pemohon kepada kepala kantor 
pertanahan setempat melalui loket penerimaan, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Penggantian sertifikat yang hilang dapat diberikan dengan 
sertifikat pengganti (sertifikat ke dua)  
b. Surat pernyataan hilang di bawah sumpah dilakukan oleh orang 
yang menghilangkan sertifikat tersebut, antara lain:  
a) Pemilik sertifikat melapor kehilangan, kemudian mendapat 
surat keterangan laporan hilang dari kepolisian  
b) Pengawas kantor pertanahan setelah di buat berita acara 
pencarian dan penelitian sertifikat hilang, atau  
c) Pihak lain yang pernyataan sumpahnya disaksikan juga oleh 
pemilik sertifikat bersangkutan.  
c. Apabila pemohon badan hukum, harus mendapat persetujuan 
sesuai anggaran dasar bersangkutan yang dilampirkan bersama 
akta pendirian perusahaan yang disahkan mentri.  
d. Apabila pemohon pawaris atau penerima hibah wasiat 
dilampirkan surat keterangan ahli waris, surat hibah wasiat dan 
surat kematian bersangkutan.  
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e. Apabila ada pernyataan dari pemohon bahwa fisik bidang tanah 
tidak berubah, maka surat ukur dikutip dari peta pendaftran 
tanah atau apabila ada perobahan maka bidang tanah diukur 
ulang  
f. Setiap fotokopi yang dipersyaratkan sudah dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang. 
Dari uraian di atas dapat secara ringkas dapat disimpulkan tahapan 
permohonan sertifikat pengganti tersebut : 
1) Pemilik sertifikat mengajukan surat permohonan ke pada BPN 
dengan melampirkan :  
a. Surat laporan kehilangan serifikat tersebut dari polisi 
setempat  
b. Pemohon harus membawa :  
a) fotocopy sertifikat yang hilang tersebut.  
b) Surat keterangan lurah setempat yang menerangkan 
bahwa memang benar ada tanah yang tertera dalam 
fotocopy sertifikat tanah tersebut dan berlokasi di 
kelurahan itu.  
c) Surat permohonan  
d) Surat pernyataan hilang di bawah sumpah 
e) Surat pernyataan tidak ada perobahan fisik tanah  
f) Persetujuan kreditur, jika dibebani hak tanggungan  
g) Fotokopi KTP atau identitas dari pemohon  
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h) Fotokopi KTP atau identitas diri penerima kuasa disertai 
dengan surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.  
2) Pemohon mengambil blanko untuk mengisi formulir tentang 
pengeluaran sertifikat pengganti atau sertifikat kedua  
3) BPN memproses berkas dari pemohon tersebut  
4) BPN ke lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat 
penggantinya untuk diukur ulang, yang kemungikinan luas 
awalnya berubah.  
5) BPN melakukan pengumuman ke media massa tentang 
penerbitan sertifikat pengganti atas sertpikat dari pemohon  
6) Apabila dalam jangka 60 hari tidak ada keberatan dari pihak 
mana pun, maka pemohon akan dipanggil untuk dilakukan 
sumpah menurut kepercayaannya untuk mempertanggung-
jawabkan atas apa yang dimohonkannya.  







Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian dari hasil 
penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  
1. Bila pemegang hak atas sertifikat tanah kehilangan sertifikat 
tanahnya, guna kepastian hukum dapat memohonkan sertifikat 
pengganti kepada Kantor Pertanahan dimana sertifikat yang hilang 
itu diterbitkan. Berdasarkan penelitian, mekanisme penerbitan 
sertifikat pengganti pada BPN Kota Makassar, telah sesuai dengan 
PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan pertanahan 
nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan 
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran 
tanah.  
2. Wujud perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas sertifikat 
pengganti karena hilang pada Kantor Pertanahan Kota Makassar 
adalah dengan melaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala badan pertanahan nasional Nomor 
3 tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan 
pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah 
dengan teliti dan berhati-hati. Perlindungan hukum yang diberikan 
terhadap pemegang sertifikat pengganti yang telah diterbitkan 
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sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang 
sertifikat hak atas tanah pada umumnya, dimana sertifikat tanah 
merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi pemiliknya. Karena setelah terbitnya 
sertifikat pengganti, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat 




Dari Hasil penelitian tersebut penulis dapat menyarankan yaitu 
sebagai berikut : 
1. Kepada masyarakat pada umumnya, supaya segera memohonkan 
sertifikat pengganti bila sertifikat hak atas tanahnya hilang demi 
kepastian hukumterhadap bidang tanah yang dimilikinya. 
2. Kepada BPN kiranya dapat melakukan penyuluhan untuk 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 
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